SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dengan meningkatnya kebutuhan pupuk khusus pupuk urea untuk
tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dipandang perlu
memberikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada beberapa Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur;

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010
yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1867 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2624);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4411);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenfang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008
Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2008 {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembarab Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
sebagai Barang Dalam Pengawasan,

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 634/MPP/9/2002
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang
Beredar di Pasar,

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan
Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tantang Pedoman
Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang
Pengawasan formula Pupuk An-Organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang
Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang
Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk
Organik dan Pembenah Tanah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/MDAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 47/MDAG/PER/11/2007;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam
Mendukung Ketahanan Pangan;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang
Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat,

Peraturan Menten Pertanian Nomor 8/Permentan/SR.140/2/2007;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/4/2007 tentang
Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M/DAG/Per/6/2008 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
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28. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Kebutuhan Dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, dengan perubahan
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal Il

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 08 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 08 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE
i
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 14.

Salinan sesual dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

Y|

—_—7 —

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004




HVHSI M30UYH ONYMY 'H

P

‘YNWIL NYLNYIITYH ¥NNY38N9
L LOZ 1osei 80 ‘EpuliewES

¥00 | 209861 9290956} dIN
| 1exbul) Buigag
IS ‘HS ‘IWT3H NVAJOS 'H

-———

/

P

\\\P\\\\\

wnje Old

eplag wnyny oug ejedey
efuijse ueBuap ienses ueuljeg

0007 00072 0002 0009 09902 950'S 0002 pE9°} 000'L 000's2 yejwnp
- - - - - - - - - - Ounpig euel| |
Ly LL0') 78 Gl 05L £0¢ 8L6 13 52 Z18 uexesel| ¢l
X7 8’2 62€ vzl Gl 50¢ 80¢'1 8y 0Ll Log neuew| gzl
oz 6887 z75¢ 9.12') L6 ele 2L 09 82¢ %0’ uesnunN| |
£8 z51') {8 8.2 00y 007 819l {5 £SZ 6v8 uebuning| 01
Gzl 2e6'L £8 6.1 066 6G¢ Ze6'L 9g 622 8.9 nesag| 6
§L 60Y'l G/ 68 0012 Ly 19T 208 8 187'¢ BIEIN Josed weleuad| @
0Lh 819l 8 £02 508'¢ 9y 6887 GZE LGt') 898'C issed| 4
gL 8£6 29 02 061 897 L10'} 56 L0} 87 Buejog| 9
SGL 155 98 !l 519 58¢ 85' 8S 061 §18 leieg ey G
161 96L' 44! 9ty 056 8¢ 96L'} 6 98y 602’1 inwi) eyl ¥
062 GB6't 14%4 182 E0L'L 09y §86'L 8l 188 8/0'S erefouepey ey | ¢
612 128') 181 BLE 056 44 26') 91 6¢ 065'l uededyleg| ¢
g5t BLY'Z (374 00€'t 0022 £8p BLY'T 661 86l S17°¢ EpULBWES| |
Yjuebig MdN vZ 9¢-dS B2 Nuefio MdN \ 74 9¢-dS eaifn
ejoy/ueledngey 'ON
010Z/6/0€ | "yS/uBIIBULIG/EP 'ON UBJUBULIEY 0107 unyeL 80 "ON Jnuisqng ueimesad

010Z NVYYOONY NNHVL NVINVLY3d HOLIM3S MNLINN
[QISENSYHIE MNdNd IWNT0A NVIVNSIANId

NVHNLVY3d NVHIdWYT SVYLIV VNA3IXN NYHVYSNY3d ONVIN3L 1102 NNHVL #I HOWON HNNIL NYINVNITYY YNNN3ENO Ny¥nlvydd

0107 NYHVOONY NNHVYL NYINY1¥3d HOLIMIS MNLINN HAISENSYIY MNdNd
{13H) 199NILYAL Nv¥333 VOMVH NV NVHNLINEIN NvdV.13INId ONVINAL 0107 NNHVL 80 NOWON ¥NWIL NYLINYWITYY ¥nNY3gno

NYYIdWY




